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KAMPANYE PROKES COVID-19
Petugas Satpol PP membentangkan spanduk 
imbauan untuk selalu taat prokes di Jl. Cut 
Mutia, Bekasi,  Rabu (8/9). Kampanye Satpol 
PP Jabar dan kota Bekasi yang menggandeng 
komunitas musik ini bertujuan mengingatkan 
masyarakat agar terus menjaga dan menerap-
kan kedisiplinan prokes COVID-19.
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PESEPEDA DIPERBOLEHKAN 
MELINTAS JALAN SUDIRMAN

Pesepeda melintasi jalur sepeda 
di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu 
(8/9). Direktorat Lalu Lintas (Dir-
lantas) Polda Metro Jaya meng-
izinkan pekerja yang menggu-
nakan sepeda melintas di Jalan 
Sudirman dan Jalan MH Thamrin 
selama tiga hari dan selanjutnya 
akan dievaluasi khususnya terkait 
potensi terjadinya kerumunan se-
lama masa uji coba tersebut.

JAKARTA (IM) - Keka-
ya an Anies Baswedan mening-
kat dua kali lipat setelah men-
jabat sebagai Gubernur DKI 
Jakarta selama tiga tahun. 
Ke kayaan tersebut tertuang 
da lam laporan harta kekaya an 
penyelenggara negara (LH-
KPN) yang dilaporkan Anies 
ke Komisi Pemberantas an 
Korupsi (KPK). Anies dilan-
tik menjadi Gubernur DKI 
Jakarta pada 16 Oktober 2017. 
Di tahun 2017, Anies melapor-
kan total harta kekayaannya 
mencapai Rp 5.619.545.840. 

Perincian kekayaan Anies 
pada tahun 2017 mayoritas 
dari harta tidak bergerak, 
seperti tanah dan bangunan 
senilai Rp 8,89 miliar. Ada-
pun alat transportasi Rp 640 
juta. Untuk harta bergerak 
lainnya Rp 769 juta, surat 
berharga Rp 81 juta, kas dan 
setara kas Rp 587 juta, serta 

harta lainnya Rp 286 juta. 
Total harta Anies mencapai 
Rp 11,26 miliar dan dipotong 
utang Rp 5,64 miliar sehingga 
total harta kekayaan bersih 
sebesar Rp5,6 miliar. 

Pada tahun 2020, setelah 
menjabat selama tiga tahun, 
kekayaan Anies berada di 
angka Rp 10,91 miliar. 

Perincian kekayaan Anies 
di tahun 2020 masih didomi-
nasi oleh tanah dan bangunan 
senilai Rp 13,34 miliar dan 
alat transportasi Rp 648 juta. 
Untuk harta bergerak Rp 1,06 
miliar, surat berharga Rp 56 
juta, kas dan setara kas Rp 
2,01 miliar, serta harta lainnya 
Rp 631 juta. Total keseluruhan 
mencapai Rp 17,76 miliar.

Adapun Anies memiliki 
utang Rp 6,84 miliar di tahun 
2020 sehingga harta kekay-
aan bersihnya mencapai Rp 
10.916.550.262.  yan

3 Tahun Menjabat Gubernur Jakarta, 
Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat

Pembangunan FPSA Tebet 
Diminta Ditinjau Ulang
Menurut August Hamonangan, ang-
gota DPRD DKI Fraksi PSI, selain opsi 
menunda, jika memang keberadaan 
FPSA itu benar-benar mengganggu dan 
membuat warga merasa khawatir dan 
resah terhadap dampak buruk yang 
akan ditimbulkan maka harus ditolak 
secara tegas.

JAKARTA (IM) - Ang-
gota DPRD DKI Fraksi Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI), 
August Hamonangan meminta 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta khususnya Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) untuk 

meninjau kembali Pembangu-
nan Fasilitas Pengelolaan Sam-
pah Antara (FPSA) di Tebet.

Menurut August, hal itu 
untuk merespon aspirasi warga 
Tebet, Jakarta Selatan yang 
secara tegas menolak rencana 

pembangunan FPSA karena 
berdekatan dengan permuki-
man serta area publik lain-
nya dan dinilai berpotensi 
menganggu kenyamanan dan 
mencemari udara.

 “Ini menjadi salah satu 
pertimbangan, kalau memang 
bisa diterima atau ditampung 
aspirasi yang mengatakan war-
ga Tebet menolak, itu (FPSA) 
ditunda, setidaknya diper-
timbangkan lagi bagaimana 
aspirasi dari warga Tebet itu 
harus menjadi pertimbangan 
utama bagi Dinas Lingkun-
gan Hidup,” ujar August me-
lalui keterangan tertulis, Rabu 
(8/9).

August menerangkan bah-
wa dirinya sudah meninjau 

langsung lokasi yang nantinya 
digunakan sebagai FPSA yang 
masuk dalam wilayah Tebet 
Barat. Sebelumnya lokasi 
tempat pembuangan sampah 
persis di samping Taman Te-
bet, menurut perkembangan 
terakhir katanya sudah dipin-
dahkan.

Meskipun sudah dipin-
dah, kata August, sangat di-
sayangkan lokasinya masih 
berdekatan dengan Taman 
Tebet, bersebelahan dengan 
Ruang Terpadu Ramah Anak 
(RPTRA) Akasia serta permu-
kiman warga.

“Saya sudah meninjau lo-
kasi dan memang sebelum 
dimulainya perpindahan TPS 
dari Taman Tebet pindah 
ketempat yang sekarang itu 
yang dekat RPTRA, saat itu 
sempat ada penolakan warga,” 
terangnya. 

August menyebut para 
anggota DPRD dari PSI akan 
mencoba membantu warga 
dengan mencari jalan agar 
aspirasi warga bisa tersalurkan.

“Nanti mungkin dari kami, 
dari Fraksi temen-teman coba 
menyiasati kalau memang ada 
aspirasi yang benar-benar dari 
warga Tebet dan tentunya 

yang terdekat adalah kelurahan 
Tebet Barat, inilah yang akan 
kami dorong kalau memang 
warga tidak setuju warga me-
nolak ya itu tadi harus menjadi 
pertimbangan utama,” ulasnya.

Namun, kata August, se-
lain opsi menunda, jika me-
mang keberadaan FPSA itu 
benar-benar mengganggu dan 
membuat warga merasa kha-
watir dan resah terhadap dam-
pak buruk yang akan ditimbul-
kan maka harus ditolak secara 
tegas. “Setidaknya menunda 
atau bahkan mungkin ya ka-
lau warga benar-benar punya 
kekhawatiran itu harus dito-
lak,” tegasnya. 

Selain itu, August juga me-
nyatakan warga yang menolak 
akan difasilitasi ke dalam fo-
rum resmi baik itu pada tingkat 
kelurahan maupun dibawa 
ke Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) untuk menyampaikan 
suaranya dalam wadah audi-
ensi. “Makanya ini kan harus 
kita bawa kan juga di dalam 
forum apakah kita bawa ke 
kelurahan atau mungkin kita 
bawakan langsung ke Sudin 
atau Dinas LH warga yang 
tadi benar-benar menolak,” 
pungkasnya.  yan

Sejumlah Penumpang KRL 
Keluhkan Aplikasi PeduliLindungi

“Dua hari ke depan me-
mang masih bisa digunakan 
STRP, tapi mayoritas pakai 
aplikasi PeduliLindungi di 
gawainya,” ungkap dia.

Sebelumnya, melalui Surat 
Edaran dari Satuan Tugas Pen-
anganan Covid-19 Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Perubahan Ke-
tentuan Perjalanan Orang 
Dalam Negeri Pada Masa 
Pandemi Covid-19 tanggal 6 
September 2021, KAI Com-
muter memberlakukan sertifi -
kat vaksin sebagai syarat meng-
gunakan KRL. Hal ini, akan 
disosialisasikan petugas hingga 
Jumat (10/9) mendatang.

“Syarat sertifikat vaksin 
ini mulai berlaku efektif  mulai 
Rabu (8/9). Tapi, hingga Ju-
mat nanti adalah masa transisi 
sehingga surat-surat dokumen 
perjalanan ataupun sertifi kat 
vaksin dapat diterima untuk 
menggunakan KRL. Selan-
jutnya mulai Sabtu (11/9) 
dokumen perjalanan yaitu 
STRP, surat tugas, surat ket-
erangan kerja, maupun surat 
dari pemerintah setempat su-
dah tidak berlaku lagi sebagai 
syarat untuk naik KRL karena 
harus menunjukkan sertifi kat 
vaksin,” jelas VP Corporate 
Secretary KAI Commuter, 
Anne Purba dalam keterangan-
nya.  yan

JAKARTA (IM) - KAI 
commuter sudah mulai mem-
berlakukan sertifikat vaksin 
sebagai syarat untuk meng-
gunakan KRL. Syarat tersebut 
yang berlaku dengan menun-
jukkan sertifi kat vaksin melalui 
aplikasi PeduliLindungi namun 
masih banyak dikeluhkan para 
penumpang.

“Tadi pakai aplikasi Pedu-
liLindungi nggak jalan, akh-
irnya nunjukin sertifi kat vaksin 
sama KTP,” ujar salah satu 
penumpang di Stasiun Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan, Dimi 
(24). Menurutnya, dengan 
hanya menunjukkan sertifi-
kat vaksinasi, memang ada 
kemudahan lebih dibanding 
mengurus surat tanda registrasi 
pekerja (STRP).

Tetapi, Dimi merasa kece-
wa saat aplikasi yang digunakan 
untuk memasuki stasiun tak 
begitu berfungsi dengan baik. 
“Iya, tadi banyak errornya juga, 
sertifi katnya nggak muncul,” 
katanya.

Hal serupa diakui oleh 
penumpang lainnya asal stasiun 
Depok, Dicky (28). Dia yang 
turun di stasiun Gondangdia, 
mengaku masih merasa was-
was saat hendak berangkat, 
karena adanya pengumuman 
peralihan syarat naik KRL.

“Sertifi kat vaksin tidak ada 
fisiknya, adanya cuma SMS 

sudah vaksin kedua. Tapi, saya 
bawa aplikasi sama STRP buat 
jaga-jaga,” katanya.

Berdasarkan pantauan 
di stasiun Pasar Minggu, 
pengecekan vaksinasi me-
mang tampak saat hendak 
memasuki peron stasiun. Tak 
banyak antrean, mengingat 
hanya pengecekan vaksinasi 
yang dilakukan.

Jika aplikasi PeduliLindungi 
untuk memindai sertifi kat vak-
sin tak berjalan, petugas akan 
meminta para calon penumpang 
untuk menunjukkan sertifi kat 
fisik vaksinasi, atau SMS be-
serta KTP. Penumpang, akan 
diarahkan oleh petugas untuk 
menunjukkan sertifi kat vaksi-
nasi. Petugas di pintu masuk 
peron, memperingatkan calon 
penumpang untuk menyiapkan 
sertifikat mulai Sabtu depan 
sebagai ganti STRP juga terus 
ditekankan.

Sementara itu, petugas 
pengecekan suhu dan status 
vaksinasi Stasiun Pasar Min-
ggu, Nahrowi, mengaku, me-
mang masih banyak gangguan 
di aplikasi PeduliLindungi saat 
digunakan para calon penump-
ang. Namun demikian, dirinya 
mengatakan, mayoritas dari 
para pengguna sangat antusias 
mencoba scan barcode saat ada 
peralihan STRP ke sertifi kat 
vaksin.

JAKARETA (IM) - Wakil 
Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta, Chaidir men-
gungkapkan motif  2 oknum 
PNS Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta yang melakukan 
pemerasan terhadap sopir 
bus pengangkut rombongan 
vaksinasi Covid-19. Menurut 
Chaidir, keduanya melaku-
kan pemerasan dengan motif  
keuntungan pribadi.

“Kepentingan pribadi, ini 
mah greedy saja, kerakusan, 
enggak disiplin,” ujar Chaidir 
kepada wartawan, Rabu (8/9).

Padahal, kata Chaidir, dari 
segi gaji untuk PNS di Jakarta, 
sudah cukup untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hanya saja, 
menurut dia, kerakusan yang 
membuat kedua oknum PNS 
tersebut tidak mensyukuri gaji 
PNS yang sudah disediakan.

“Padahal mereka tidak per-
nah mensyukuri sebagai PNS. 
Rezeki yang diberikan sebagai 

PNS DKI sudah cukup baik, 
ini udah risiko,” tandas Chaidir.

Atas perbuatan tersebut, 
lanjut Chaidir, pihaknya telah 
menjatuhkan sanksi disiplin PNS 
sebagaimana diatur dalam ke-
tentuan Paraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Kedua oknum PNS ini dikenakan 
sanksi sedang dan akan dilakukan 
pembinaan sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

“Kita lakukan pembi-
naan seperti ini sesuai den-
gan aturan. Bila mana dalam 
pembinaan ini 6 bulan tidak 
mengubah itikad baiknya, baru 
dilakukan hukuman disiplin 
berat dengan pemberhentian, 
kalau PNS begitu ada aturan-
nya,” pungkas Chaidir.

Sebagaimana diketahui, ok-
num PNS Dishub DKI Jakarta 
melakukan pemerasan terhadap 
sopir bus yang mengangkut 
warga miskin untuk melakukan 
vaksinasi Covid-19 di salah 
satu hotel di Kawasan Gunung 
Sahari, Jakarta Pusat, pada 
Selasa (7/9). SG, oknum PNS 
Disbub, melakukan pemerasan 
tepat di depan ITC Cempaka 
Mas, saat bus ini melintas dari 
Jakarta Timur menunju Hotel di 
Gunung Sahari. SG kemudian 
meminta uang Rp 500.000 ke-
pada sopir bus. Setelah diberi-
kan uang Rp 500.000, bus baru 
bisa melanjutkan perjalanan. 
Sementara S mendapat bagian 
dari uang tersebut.  yan

2 Oknum PNS Dishub DKI Peras 
Sopir Bus Rombongan Vaksinasi

JAKARTA (IM) - Pe-
me rintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta bakal melakukan 
uji coba pembukaan objek 
wisata. Wakil Gubernur DKI 
Jakarta, Ahmad Riza Patria 
mengatakan pembukaan ob-
jek wisata akan dilaksanakan 
dalam waktu dekat melalui 
koordinasi di bawah Kemen-
terian Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif  (Kemenparekraf). 

“Ya tunggu saja dalam 
waktu dekat pengumuman-
nya,” kata pria yang akrab 
disapa Ariza itu di Balai Kota, 
Selasa (7/9). Menurut Ariza, 
dalam pembukaan objek 
wisata nanti diterapkan be-
berapa pembatasan dan pro-
tokol kesehatan yang ketat. 

Di antaranya anak berusia 
di bawah 12 tahun dilarang 
masuk objek wisata. 

“Ada screening melalui 
PeduliLindungi, harus sudah 
vaksin dan sebagainya. Sep-
erti pada masa-masa sebel-
umnya,” terangnya. 

Dihubungi terpisah, Ke-
pala Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Pariwisata Di-
nas Parekraf  DKI Jakarta, 
Ifan, mengatakan baru dua 
objek wisata yang disetujui 
oleh Kemenparekraf  yakni 
Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) dan Ancol.

“Baru dua kawasan ini uji 
coba. Untuk Ragunan belum 
ya,” ungkapnya saat dikonfi r-
masi, Rabu (8/9).  yan

Pemprov DKI Uji Coba 
Pembukaan Objek Wisata

Tiga Pilar Tanah Abang Gencar Laksanakan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Tiga 
Pilar Tanah Abang gencar 
melaksanakan kegiatan vaksi-
nasi Covid-19, di wilayah ke-
camatan Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, Rabu (8/9).

Vaksinasi kali ini dilak-
sanakan di 5 lokasi yaitu, di 
SKKT Petamburan (PKM 
Statis)

JL. Petamburan II No.50, 
melayani vaksin Sinovac dan 

Seminari Bethel Vaksin Mobile 
Keliling kerja sama EPIC Vak-
sin PKM JL. Petamburan IV 
No.5, RT 01/ RW 04 melayani 
vaksin AstraZeneca dosis per-
tama bagi 110 warga dan 10 
pendaftar aplikasi Jaki.

Selanjutnya lokasi gerai 
vaksin di RPTRA Petamburan, 
Rusun Petamburan, melayani 
vaksin Sinovac dan AstraZen-
eca yang disiapkan bagi 100 

AstraZeneca dosis pertama 
dan kedua untuk kuota 100 
peserta.

Lokasi vaksin kedua di 
SDN Petamburan 01 kerja 
sama Askesra PPNI vaksin 
PKM, di

JL. Petamburan IV No. 52, 
RW 04 melayani vaksin Sino-
vac dan AstraZeneca, dengan 
kuota 100 peserta.

Gerai vaksin selanjutnya di 

peserta.
Gerai vaksin terakhir di 

Lapangan Bulu Tangkis Matic 
RW 01 PKM Mobile JL. Jati 
Petamburan, RT 02/RW 01, 
melayani vaksin Sinovac dan 
AstraZeneca dosis pertama 
untuk kuota 100 peserta. 

D a n r a m i l  0 5 / Ta n a h 
Abang, Mayor Arh Saryono 
berharap, warga masyarakat 

untuk segera mendatangi gerai 
vaksinasi terdekat guna mem-
percepat kekebalan lingkungan 
atau herd immunity. 

“Dengan semakin ban-
yaknya gerai vaksin di Tanah 
Abang ini, diharapkan seluruh 
warga segera divaksin guna 
mencapai kekebalan lingkun-
gan,” tandasnya.  ber

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria menyoroti 
banyaknya anggota DPRD 
DKI yang belum menyerahkan 
laporan harta kekayaan peny-
elenggara negara (LHKPN) 
tahun 2020. Padahal menu-
rutnya, hal itu merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab 
pejabat negara.

“Kami mengajak semua 
pihak yang belum untuk mel-
aporkan LHKPN. Ini kan 
masalah tugas kewajiban,” kata 
Riza di Balai Kota DKI, Selasa 
(7/9) malam.

Dia menambahkan, pe-
jabat di eksekutif  maupun di 
legislatif  memang diharuskan 
mengurus hal tersebut. Namun 
demikian, dirinya tetap yakin 
jika anggota DPRD DKI 
akan menyampaikan laporan 
LHKPN secara konsisten. 
“Saya yakin dalam waktu dekat 
anggota DPRD akan menyam-
paikan LHKPN,” kata dia.

Dalam penjelasannya, Riza 
mengaku hal itu tidak hanya 
dialami DPRD DKI. Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) 
juga disebutnya masih melaku-
kan hal yang sama meski tak 
banyak.

Oleh sebab itu, pihaknya 
akan terus mendorong pejabat 
di eksekutif  dan legislatif  agar 
taat dalam laporan. “Ya sama-
sama kita dorong, DPRD dan 
BUMD di lingkungan DKI 
akan dipastikan melaksanakan 
laporan,” ungkap dia.

Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengung-
kapkan ada enam DPRD 
tingkat provinsi dengan tingkat 
kepatuhan terhadap LHKPN 
di bawah 75 persen. Satu di 
antaranya adalah DPRD DKI 
Jakarta. “Ini yang mengagetkan 
kita bahwa DKI Jakarta baru 
62 persen (tingkat pelaporan 
LHKPN),” kata Deputi Pence-
gahan dan Monitoring KPK, 
Pahala Nainggolan.  yan

Wagub DKI: Ini Masalah Kewajiban
LHKPN DPRD MINIM

Bahwa PT.  MARGASATRI  KARISMA,  
b e r k e d u d u k a n  d i  K o t a  B a n d u n g  
(selanjutnya disebut PERSEROAN), suatu 
perseroan yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia dengan 
ini mengumumkan bahwa :
PT. MARGASATRI KARISMA tersebut akan 
melakukan pelepasan 100% saham dalam 
perseroan  (akuisisi) kepada pihak ke a.
Bagi pihak-pihak yang berkepen gan 
termasuk kreditur atau Pihak ke a lainnya 
yang ada kaitannya dengan Perseroan 
tersebut  dapat  menghubungi  atau 
mengajukan keberatan secara tertulis 
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak 
tanggal pengumuman ini kepada Direksi 
Perseroan dengan alamat :

PT. MARGASATRI KARISMA
Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan 110 Bandung

Pengumunan ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bandung, 9 September 2021
Direksi, 

(                                   )

PENGUMUMAN


